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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan atas dasar pelaksanaan perjanjian kredit perbankan 
sebagai kontrak baku di mana ada suatu fenomena ketidakseimbangan kedudukan 
antara pihak bank dan calon debitur pada saat akan dilakukannya perjanjian kredit 
tersebut. Hal ini dikarenakan kedudukan bank sebagai surplus spending unit 
berhadapan dengan calon debitur sebagai defisit spending unit, sehingga dalam 
pelaksanaan perjanjian kredit sebagai kontrak baku akan meniadakan posisi tawar 
debitur. Untuk meninjau perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelaksanakan 
perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku, maka perlu dikaji kekuatan 
mengikat perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku tersebut dengan 
menekankan kepada analisis klausula-klausula yang melemahkan kedudukan 
debitur untuk menentukan potensi terjadinya kerugian bagi debitur. Kehadiran 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
khususnya ketentuan Pasal 18 mengenai ketentuan pencantuman klausula baku 
akan berpengaruh terhadap pelaksanakan perjanjian kredit perbankan sebagai 
kontrak baku, sehingga akan dikaji mengenai pelaksanaan perjanjian kredit modal 
kerja di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai sebagai salah satu jenis kredit 
yang dilaksanakan sebagai kontrak baku ditinjau dari ketentuan Pasal 18 Undang­
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang kekuatan mengikat 
perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku jika ditinjau dengan 
perlindungan hukum bagi nasabah. Penelitian ini juga bertujuan untuk 
mendapatkan bahasan mendalam tentang pelaksanaan perjanjian kredit modal 
kerja di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai sebagai kontrak baku di 
tinjau dari ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun i 999 tentang PerHndungan 
Konsumen, sehingga nantinya dapat diketahui tentang hal-hal apa saja yang harus 
dipertimbangkan dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja yang 
dilaksanakan di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai sebagai kontrak baku 
dalam perspektif ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis 
empiris yang mengambil lokasi penelitian di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang 
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Binjai. Teknik terhadap perjanjian kredit modal kerja di Bank Mandiri (Persero) 
Tbk. Cabang Binjai sebagai salah satu jenis perjanjian yang dilaksanakan sebagai 
kontrak baku disertai wawancara dengan pejabat bank yang berkompeten. Analisa 
data adalah menggunakan analisis induktif dengan menekankan kepada kajian isi 
(conten analysis) terhadap perjanjian kredit yang dilaksanakan sebagai kontrak 
baku tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekauatan mengikat perjanjian kredit 
perbankan yang diiaksanakan sebagai kontrak baku ditinjau dari perHndungan 
hukum bagi nasabah maka terhadap beberapa klausula perjanjian kredit tersebut 
ditemukan potensi untuk dapat dibatalkan oleh hakim melalui permohonan pihak 
nasabah sebagai debitur jika terhadap beberapa klausula perjanjian tersebut ada 
yang melemahkan posisi debitur yang dilakukan dengan penyalahgunaan keadaan 
(misbruik van omstandigheden) oleh pihak bank sehingga melanggar kepatutan 
(bilijkheid). Kepatutan di mana menimbulkan kerugian kepada nasabah debitur 
tanpa kepentingan yang layak. Kepentingan yang layak di sini adalah berkaitan 
dengan pertimbangan kondisi ekonomi nasabah debitur dan atau berhubungan 
dengan kondisi bank. Pelaksanakan perjanjian kredit modal kerja di Bank Mandiri 
(Persero) Tbk. Cabang Binjai sebagai kontrak baku, berdasarkan analisis yang 
dilakukan terhadap beberapa klausulanya dapatlah diketahui bahwa tidaklah 
semua masuk dalam rumusan pembatasan yang ditentukan da1am Pasa1 18 ayat ( 1) 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Walaupun terdapat beberapa Pasal yang diindikasikan melanggar ketentuan Pasal 
19 ayat ( 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen tersebut, maka tetaplah harus memperhatikan tujuan Pasal 18 tersebut 
untuk menciptakan asas kebebasan berkontrak yang seimbang, selain itu juga 
harus memperhatikan keberlakuan perjanjian kredit sebagai kontrak baku dalam 
ruang lingkup perbankan, khususnya karakteristik perbankan yang 
mengedepankan asas kehatihatian dalam rangka menjaga tingkat kesehatan yang 
akan berhubungan dengan manajemen resiko. Salah satu muatan manajemen 
resiko adalah berkaitan resiko hukum (legal risk) sebagai konsekuensi fungsi 
intermediasi yang dimiliki oleh institusi bank. 

Berdasarkan basil penelitian ini, penulis menyarankan bahwa untuk 
mengedepankan perlindungan hukum bagi nasabah bank harus 
mempertimbangkan kondisi nasabah debitur, khususnya kondisi ekonomi. 
Pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku tetaplah harus 
berorientasi kepada tujuan dari pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen untuk menciptakan kebebasan berkontrak dan 
mempertimbangkan eksistensi perbankan. Perlu juga untuk diperhatikan 
keberlakuan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku di tinjau dari 
ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen tersebut dalam ruang Hngkup perbankan nasional yang 
mengedepankan asas kehati-hatian sebagai konsekuensi fungsi intermediasi yang 
dimiliki oleh bank. 
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ABSTRACT 

The research was carried out based on application of banking credit 
agreement as standard contract in which there is phenomena on unbalanced 
position between bank and debtor at the momentof they make the agreement. It is 
created by bank position as a surplus spending unit facing which debtor as a 
defisit spending unit, so at application credit agreement as standard contract, 
debtor doesn't have bargaining power. To see law protection for consumer in 
applications of banking credit agreement as standard contract, we need to 
investigate power that ties the banking credit agreement by stressing to analysis 
on important points that make powerless debtor's position in order to determine 
loss potensials for debtor. The Article 18, Act Number 8, 1999 about execution of 
standard clause will affect the agreement. For the reason, this research will study 
application of work capital credit agreement at The Branch of Bank Mandiri in 
Binjai as standard contract accordingto The Act Number 18, 1999 about 
Consumer Protection. 

The research has a goal to understand about the power that ties banking 
credit agreement as standard contract from the view of law protection for 
consumer. The research also exsposes points on application of work capital credit 
agreement at The Branch of Bank Mandiri in Binjai as standard contract by 
regarding the guidance of Article 18, Act Number 18, 1999, so by research, we 
will know whatever must be considered when making the work capital credit 
agreement. 

The research is qualitative research with empirical approach that takes place 
at The Branch of Bank Mandiri in Binjai. Method of collecting data used in 
library research, documentary study on work capital credit agreement at The 
Branch of Bank Mandiri in Binjai as a kind of agreement applied as standard 
contract and interview with the bank executives capable in credit problem at The 
Branch of Bank Mandiri in Bittjai. The data analysis uses inductive thourgh 
stressing content analysis to credit agreement applied as standard contract. 

The research result shows that for some points in banking credit agreement 
can be rejected by judge thourgh consumer's proposal as debtor, if such point 
make loss debtor because of abuse done by bank (misbruik van omstandigheden}, 
so it crashes obedience (bilijkheid). The obedience makes loss for debtor without 
sufficient importance. That sufficient importance is related to consideration of 
debtor's economic condition and performance of the bank. The research find that 
not all of work capital credit agreement at The Branch of Bank Mandiri in Binjai 
applies points determined according to article 18 (1), Act Number 8, 1999 about 
Consumer Protection. Even thourgh there are some article of agreement indicated 
crashing article 18 ( 1), Act Number 8, 1999 about consumer Protection, it must 
retain to create balanced liberty principle. More ever, it must pay attention the use 
of banking credit agreement as standard contract, because bank have to stress the 
carefulness in order to keep good performance of bank related to risk 
management. One of the material of risk management is legal risk. 
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Based on the research result, it is recommended to pay attention debtor's 
law protection. Bank has consider debitor' s condition especially economic 
condition at applications of banking credit agreement as standard contract. The 
agreement has to pay attention the goal of Article 18, Act Number 8, 1999 about 
Consumer Protection to create balanced liberty principle and bank survival. In 
addition, the agreement has to regard the bank carefulness principle as 
consequance of bank as intermediation. 
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1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang 

berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam 

menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak 

cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta 

sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang 

ekonomi, termasuk salah satunya Perbankan. 

Suatu sistem perbankan yang sehat, tangguh dan dapat memelihara 

kepercayaan masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar­

tawar lagi mengingat peran lembaga perbankan sangat strategis dalam 

pembangunan perekonomian nasional. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 

tentang perbankan, dimana pada waktu menyusun undang-undang tersebut telah 

dirasakan cukup memadai sebagai landasan upaya-upaya menciptakan sistem 

perbankan yang sehat. Namun dengan berjalannya waktu, telah terjadi perubahan­

perubahan yang cepat dan cukup mendasar baik dalam perekonomian nasional 

maupun di dunia intemasional. 

Perubahan-perubahan paradigma yang terjadi dalam iklim politik dan 

perekonomian nasional tersebut mengakibatkan semakin kompleksnya tantangan-

1 
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tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan nasional. Di lain pihak, pesatnya 

perkembangan yang terjadi di dunia intemasional telah pula memberikan 

kontribusi yang cukup besar dalam menambah semakin kompleksnya 

permasalahan yang dihadapi dunia perbankan nasional. Perbankan bagi 

masyarakat Indonesia tidaklah menjadi hat yang asing. Pada saat ini 

ketergantungan masyarakat pada lembaga keuangan bank dapat dipahami 

dengan dijadikannya tingkat kesehatan bank sebagai parameter kesembuhan 

kondisi perekonomian beberapa waktu lalu. Kondisi ini tidak dapat dipungkiri 

mengingat perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan dengan bentuk 

perusahaan industri jasa, yang diusahakan oleh negara untuk mencapai 

pertumbuhan perekonomian yang terus meningkat. Bank adalah lembaga 

keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha 

swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga 

pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya1• Dalam Black's Law 

Dictionary, bank dirumuskan sebagai : 

''an institution, usually incopated, whose business to receive money on 

deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, 

and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes '.i. 

Tidak jauh berbeda dengan rumusan tersebut, menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan 

1Hennansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.7 

2Ibid 
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